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SAMBUTAN LURAH TIMBAU 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kelurahan 

Timbau Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan disampaikan tepat waktu. 

LKPJ ini merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 

kewenangan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, 

realisasi anggaran, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

Kelurahan Timbau. 

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh 

perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat 

Kelurahan Timbau atas dukungan dan partisipasi aktif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di masa 

mendatang. 

 

 

Tenggarong, …………………..2026 

 

Lurah Timbau, 

 

 

 

Marten Hedy Yudha Murhans, SE., M.Si 
NIP. 197504292007011009 
  



KATA PENGANTAR 

 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kelurahan Timbau 

Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kepada Camat 

Tenggarong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

LKPJ ini memuat gambaran umum kondisi wilayah, evaluasi kinerja 

pemerintahan kelurahan, realisasi anggaran, capaian indikator kinerja 

utama, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun 

Anggaran 2025. 

 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh 

karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi 

penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di masa yang 

akan datang. 

  



DAFTAR ISI 

 
1. BAB I Pendahuluan 

 

2. BAB II Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 

3. BAB III Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 

4. BAB IV Penutup 

 

5. Lampiran 

  



DAFTAR TABEL 

 
1. Tabel 2.1 Luas dan Batas Wilayah Kelurahan Timbau 

 

2. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

3. Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Kelurahan Timbau 

 

4. Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan 

Tahun 2025 

 

5. Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

  



DAFTAR GAMBAR 

 
1. Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kelurahan Timbau 

 

2. Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Timbau 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penyusunan LKPJ 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kelurahan Timbau 

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi pemerintahan kelurahan selama Tahun Anggaran 2025. 

Penyusunan LKPJ ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

1.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang 

Pembentukan Kelurahan; 

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Penyusunan 

LKPJ Kelurahan. 

1.3 Visi 

“Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan Kelurahan yang Profesional, 

Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat.” 

1.4 Misi 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; 

3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Timbau adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang 



optimal dengan sasaran utama peningkatan kualitas layanan administrasi, 

pemberdayaan masyarakat, dan ketertiban wilayah. 

  



BAB II 

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

2.1 Kondisi Geografis 

Kelurahan Timbau terletak di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai 

Kartanegara dengan luas wilayah 1.292 Ha atau ±10 Km². Ketinggian 

wilayah berkisar antara 0–100 mdpl. 

Batas Wilayah:  

- Utara   : Kelurahan Melayu 

- Selatan   : Desa Rempangan (Kecamatan Loa Kulu) 

- Timur   : Sungai Mahakam 

- Barat   : Kelurahan Loa Ipuh dan Kelurahan Jahab 

Tabel 2.1 Luas dan Batas Wilayah (uraian sesuai data di atas) 

 

2.2 Kondisi Demografis 

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

- Laki-laki  : 9.508 jiwa 

- Perempuan   : 9.130 jiwa 

- Jumlah   : 18.638 jiwa 

 

Jumlah RT sebanyak 36 RT, RW 000, UMKM 250 unit, sarana pendidikan 

35 unit, serta sarana kesehatan terdiri dari 13 Posyandu dan 1 

Puskesmas. 

  



BAB III 

EVALUASI PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

3.1 Ringkasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Jumlah 

Pegawai, Struktur Organisasi, serta Isu Strategis 

Selama Tahun Anggaran 2025, Kelurahan Timbau melaksanakan 

tugas dan fungsi pemerintahan kelurahan yang meliputi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan umum, pelayanan administrasi kependudukan dan 

pertanahan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
3.1.1 Jumlah Pegawai Kelurahan Timbau 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kelurahan 

Timbau didukung oleh aparatur kelurahan dengan jumlah sebagai berikut: 

 

No Jabatan 

Jumlah 

(Orang) 

1 Lurah 1 

2 Sekretaris Kelurahan 1 

3 Kepala Seksi Pemerintahan 1 

4 Kepala Seksi Pembangunan 1 

5 Kepala Seksi Kemasyarakatan/Sosial 1 

6 Staf Pelaksana 26 

 Jumlah 31 Orang 

Jumlah pegawai tersebut secara umum telah mendukung 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih diperlukan 

peningkatan kapasitas aparatur seiring dengan meningkatnya beban kerja 

pelayanan publik. 



3.1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Timbau 

Struktur organisasi Kelurahan Timbau terdiri dari: 1. Lurah; 2. 

Sekretaris Kelurahan; 3. Kepala Seksi Pemerintahan; 4. Kepala Seksi 

Pembangunan; 5. Kepala Seksi Kemasyarakatan/Sosial; 6. Staf Pelaksana. 

Struktur organisasi tersebut dibentuk sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk menjamin kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 

 

1. Lurah 

Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, 

melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, serta mengoordinasikan 

pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kelurahan. 

2. Sekretaris Kelurahan 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, perencanaan, serta membantu Lurah dalam koordinasi 

pelaksanaan tugas perangkat kelurahan. 

3. Kepala Seksi Pemerintahan 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, 

ketenteraman dan ketertiban, administrasi kependudukan, serta fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan. 

4. Kepala Seksi Pembangunan 

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembangunan kelurahan, termasuk 

pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pembangunan 

partisipatif masyarakat. 

5. Kepala Seksi Kemasyarakatan/Sosial 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kehidupan sosial 

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial, pemberdayaan lembaga 



kemasyarakatan, serta fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan di wilayah 

kelurahan. 

6. Staf Pelaksana 

Mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas teknis dan administrasi 

sesuai dengan bidang masing-masing. 

 

3.1.4 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Timbau 

Bagan struktur organisasi Kelurahan Timbau disusun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggambarkan hubungan 

kerja serta garis koordinasi antar jabatan sebagai berikut: 

 

 

Bagan struktur organisasi tersebut dituangkan dalam bentuk 

gambar/diagram dan dilampirkan pada bagian Lampiran LKPJ sebagai 

Lampiran I. 

 

3.1.5 Isu Strategis 

 

KELURAHAN TIMBAU 

KECAMATAN TENGGARONG 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

STRUKTUR ORGANISASI  

LURAH 

KASI 

PEMERINTAHAN 

 

SEKRETARIS 

 

KASI 

PEMBANGUNAN 

 

KASI 

KEMASYARAKATAN 

 

Dasar    :  Peraturan 
Bupati 
(Perbup) 
Kabupaten 
Kutai 
Kertanegara 
Nomor 69 
Tahun 2016 

  



Isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Kelurahan Timbau meliputi: 1. Peningkatan kualitas dan 

kecepatan pelayanan administrasi kependudukan; 2. Penguatan kapasitas 

dan profesionalitas sumber daya aparatur kelurahan; 3. Optimalisasi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM; 4. Peningkatan 

ketertiban, keamanan, dan partisipasi masyarakat; 5. Penyesuaian 

pelayanan kelurahan terhadap perkembangan teknologi informasi dan 

digitalisasi layanan. 

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan 

dan pelaksanaan program kegiatan kelurahan agar lebih efektif, efisien, dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

3.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan 

Tahun Anggaran 2025 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKel) 

Kelurahan Timbau Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 

 

 

 

3.3.1 Ringkasan Anggaran Pendapatan 

 

No 
Uraian 
Pendapatan 

Target (Rp) 
Realisasi (Rp) 

Persentase 
(%) Sebelum  Sesudah 

1 
Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.880.000.00
0 

2.690.694.440 2.690.694.440 100% 

2 
Alokasi Dana 
Kelurahan 

- - - - 



No 
Uraian 
Pendapatan 

Target (Rp) 
Realisasi (Rp) 

Persentase 
(%) Sebelum  Sesudah 

3 
Bantuan 
Keuangan 
Daerah 

- - - - 

4 
Lain-lain 
Pendapatan 
yang Sah 

- - - - 

 
Jumlah 
Pendapatan 

2.880.000.00
0 

2.690.694.440 2.690.694.440 100% 

 

Pendapatan Kelurahan Timbau Tahun Anggaran 2025 secara umum 

dapat direalisasikan dengan baik dan mendukung pelaksanaan seluruh 

program dan kegiatan yang telah direncanakan. 

 

3.3.2 Ringkasan Anggaran Belanja 

 

No Uraian Belanja 
Target (Rp) 

Realisasi (Rp) 
Persentase 

(%) Sebelum  Sesudah 

1 

KEGIATAN 
PEMBERDAYA
AN 
KELURAHAN 
(Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Kelurahan)   

280.000.000 153.195.000 153.195.000 
100% 

2 

PEMBERDAYA
AN LEMBAGA 
KEMASYARAK
ATAN TINGKAT 
KECAMATAN 
UNIT 
KELURAHAN 
TIMBAU 

1.800.000.000 1.800.000.000  
  

1.800.000.000 
100% 

3 

KEGIATAN 
PEMBERDAYA
AN 
KELURAHAN 
(Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam Forum 
Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangunan 
di Kelurahan) 

20.000.000 10.146.000 10.146.000 100% 



No Uraian Belanja 
Target (Rp) 

Realisasi (Rp) 
Persentase 

(%) Sebelum  Sesudah 

4 

ADMINISTRASI 
UMUM 
PERANGKAT 
DAERAH 
(Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor) 

32.000.000 31.997.200 31.997.200 100% 

5 

ADMINISTRASI 
UMUM 
PERANGKAT 
DAERAH 
(Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor) 

98.000.000 45.356.240 45.356.240 100% 

6 

KEGIATAN 
PEMBERDAYA
AN 
KELURAHAN 
(Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kelurahan) 

650.000.000 650.000.000 650.000.000 100% 

 
Jumlah 
Belanja 

2.880.000.000 2.690.694.440 2.690.694.440 100% 

 

Secara keseluruhan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 telah 

dilaksanakan sesuai rencana kerja dan memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Timbau. 

 

3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 

merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja, 

yang selanjutnya akan diperhitungkan dalam perencanaan anggaran tahun 

berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

3.4 Capaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama) 

Capaian kinerja Kelurahan Timbau Tahun Anggaran 2025 diukur 

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai tolok 

ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan. 



 
 
3.4.1 Indikator Kinerja Utama 

 

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

1 
Persentase Pelayanan 
Administrasi Tepat Waktu 

95% 95% Sangat Baik 

2 
Tingkat Kepuasan 
Masyarakat 

85% 85% Baik 

3 
Persentase Penyelesaian 
Pengaduan Masyarakat 

95% 95% Sangat Baik 

4 
Persentase Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Terlaksana 

95% 95% Sangat Baik 

5 
Ketertiban dan Keamanan 
Lingkungan 

85% 85% Baik 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, secara umum capaian Indikator Kinerja 

Utama Kelurahan Timbau Tahun Anggaran 2025 berada pada kategori baik 

dan menunjukkan kinerja aparatur kelurahan yang optimal dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

3.4.2 Analisis Capaian Kinerja 

Tingkat pencapaian kinerja didukung oleh komitmen aparatur 

kelurahan, koordinasi yang baik dengan lembaga kemasyarakatan, serta 

partisipasi aktif masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa 

indikator yang masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek 

percepatan pelayanan dan optimalisasi sarana pendukung pelayanan 

publik. 

 

3.5 Kendala dan Permasalahan 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 

Timbau Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kendala dan 

permasalahan yang dihadapi, antara lain: 



1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, khususnya dalam 

menghadapi peningkatan volume pelayanan administrasi masyarakat. 

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung, terutama 

peralatan teknologi informasi yang belum sepenuhnya memadai. 

3. Tingginya Ekspektasi Masyarakat terhadap Kecepatan 

Pelayanan, yang belum sepenuhnya dapat diimbangi dengan 

kapasitas aparatur yang tersedia. 

4. Dinamika Sosial Kemasyarakatan, termasuk permasalahan 

ketertiban lingkungan dan kebutuhan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 

 

Upaya penanganan terhadap kendala tersebut dilakukan melalui 

peningkatan koordinasi internal, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta 

sinergi dengan kecamatan dan perangkat daerah terkait. 

  



BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Timbau 

Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik sesuai rencana. 

 

4.2 Saran 

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan 

dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

  



PENUTUP DAN PENGESAHAN 

 

 
Mengetahui, 

Camat Tenggarong 

 
 
 
 

Sukono, S.Pd, M.Pd 
NIP. 19720213 200701 1 022 

 

 

Tenggarong, ……  Januari  2026 

 

Lurah Timbau 

 

 

 

Marten Hedy Yudha Murhans, SE., M.Si 
NIP. 197504292007011009 

  



LAMPIRAN 

Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kelurahan 

Timbau Tahun Anggaran 2025 terdiri dari: 

1. Lampiran I : Peta Administrasi Wilayah Kelurahan Timbau; 

Seluruh lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kelurahan Timbau Tahun 

Anggaran 2025. 

  



Lampiran I : Peta Administrasi Wilayah Kelurahan Timbau 
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